TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

BUPATI LEBAK,

Menimbang : . bahwa untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan d:
penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Ora.ng
dan dapat melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan
dan kerjasama seluruh Perangkat Daerah dan pihak-
pihak  terkait, perlu membentuk Gugus Tugas
Pencegahan  dan Penanganan  Tindak Pidana
Perdagangan Orang Kabupaten Lebak;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimanan
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan
dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 lentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik [ndonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembarar Negira

Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000  tentang

Pembentukan  Propinsi  Banten (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan ~ Anak  (Lembaran Negara  Republik
Indoncsia_Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4235) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
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4. Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah (Lemb:

Indonesia Tahun 2014 Nomor 24
Negara Republik Indonesia Nomor -«
telah diubah beberapa kali terakhir 5
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Fer
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun =2t
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara o
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun
2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lebak Nomor 20138);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 teplang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak

Pidana Perdagangan Orang;

Memperhatikan : 1.

2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual
Komersil Anak (RAN PESKA);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tugas pokok Gugus Tugas Sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU adalah sebagai berikut :

I. Melakukan koordinasi upaya pencegahan dan penanganan
masalah tindak pidana perdaganagn orang; |

2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama
baik lintas program maupun lintas sektoral;

3. Memantau perkembangan pelaksanaan, perlindungan korban
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